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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
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 Ta T Te ت
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau  i a  i    a a  i   i    n an 
 an a       
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 fatḥah A A ا َ
 ا َ
Kasrah I I 
 ḍammah U U ا َ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 













 ى وَ 
 








Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 









 ...اَ | ...ىَ 
fatḥahdan alif 
a a yā‟ 
Ā a dan garis di atas 
 kasrah  anyā‟ I i dan garis di atas ى
 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas ىو
 
4. Tā‟ Ma būṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 




Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  ىِي),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
 alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang)ال
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
    an   an  i   a i        a  a    n a i a              anya b   a   ba i 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 




Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Q  ‟an  a i 
al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh.= 
9. Lafẓ al-Ja ā a   هللا) 
Ka a “   a ” yan   i a    i  a  i          i       jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 




yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
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Aplikasi Sistem Keuangan Desa disingkat SISKEUDES merupakan 
Aplikasi yang dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada 
penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian Aplikasi tersebut secara 
tinjauan yuridis untuk meneliti dari segi perundang-undangan dan penerapannya 
dalam pengelolaan keuangan desa. Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat 
akhir-akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa 
dalam mengelola anggaran. Anggaran yang selama ini diharapkan dapat 
digunakan untuk memajukan desa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. 
Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah 
diinginkan dan terealisasikan dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang 
tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan 
dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa. Hal tersebutlah 
yang mendorong pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah 
mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan 
aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes).  
Perihal problem efektivitas pengelolaan dan dasar peraturan perundang undangan 
terhadap penggunaan apalikasi keuangan desa dengan menggunakan aplikasi 
siskeudes itu terdapat beberapa kendala dalam pelaksaannya yakni dari segi 
sumber daya manusianya yang dimana masih minim aparatur desa khususnya 
Kepala Desa dan Kaur Keungan menggunakan aplikasi tersebut sehingga dalam 
penulisan skripsi ini penulis mendorong agar pemerintah lebih pro aktif 
menggelar pelatihan pengelolaan keuangan desa menggaunakan aplikasi tersebut 
agar berjalan dengan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. 
 







A. Latar Belakang Masalah 
 Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai 
peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam 
proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa desa 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. UU desa juga memberi 
jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah 
melalui Anggaran Negara dan Daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah 
yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki 
konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara 
profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-
prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya 
penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.  
Pelaksanaan APBDesa memiliki peran penting dalam mensukseskan 
pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat 
menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan 
mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksaan pembangunan di desa. 
Pada kenyataannya banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan 
2 
 
pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas, serta 
kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
1
 
Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak 
diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola 
anggaran. Sehingga anggaran yang selama ini diharapkan dapat digunakan untuk 
memajukan desa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Hal demikian 
tentunya sudah lazim di negeri ini, sehingga tindakan-tindakan yang menyimpang 
tersebut perlu diwaspadai dan diantisipasi. Sebab perbuatan ini akan merugikan 
dan juga menghambat kemajuan dan juga berefek pada desa itu sendiri. Bentuk 
penyelewengan ini sangat bertolak belakang dari tujuan alokasi dana desa itu 
sendiri sehingga dengan adanya penyimpangan ini tentunya akan diberikan sanksi 
dan hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku kepada para oknum 
penyalahgunaan anggaran tersebut, sebab hal ini merupakan praktik korupsi 
dalam sekup kecil yang akan berimbas pada masa depan bangsa. Salah satu sekup 
kecil yang mendapat imbas dengan adanya praktik-praktik korupsi yaitu desa. 
Sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan untuk mengatasi hal 
tersebut. Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang bergabung untuk suatu 
tujuan tertentu. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang 
mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk mengahasilkan 
informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan 
intruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta 
pengendalian internal dan ukuran keamanan. Adapun fungsi dari sistem informasi 
                                                 
1
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Edisi IV. Yogyakarta: BPFE. 
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akuntansi yaitu: (1) memberikan sistem informasi akuntansi yang tepat waktu, (2) 
memberikan sistem informasi akuntansi yang relevan; (3) memberikan sistem 
informasi akuntansi yang dapat dipercaya
 2
 
Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah 
mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan 
aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). 
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini dikembangkan bersama antara 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di Tahun 2015 
dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD 
tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat 
KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan 
Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.  
Hingga saat ini, tingkat implementasi Siskeudes sudah mencapai 33,17% 
atau 24.863 dari 74.954 desa di seluruh Indonesia hingga diharapkan Tahun 2019 
seluruh desa sudah menggunakan aplikasi tersebut.
3
 Aplikasi sistem keuangan 
desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata 
kelola keuangan desa. Tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa 
(Siskeudes) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga 
untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak 
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ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan 
undang-undang.  
Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat 
sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam 
mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Dengan 
diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) diharapkan nantinya dapat 
membantu kerja dari aparat desa itu sendiri, sehingga kinerja dari aparat desa 
semakin membaik dan penggunaan dari sistem tersebut dapat lebih efektif. 
Penggunaan sistem informasi yang kurang efektif akan berdampak negatif pada 
kinerja dan mutu pelayanan orgasnisasi sektor publik pada masyarakat. Mutu 
pelayanan bagi masyarakat perlu ditingkatkan karena hal ini akan mempengaruhi 
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai organisasi sektor publik. 
Sistem informasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan 
organisasi sektor publik pada masyarakat, semakin tinggi mutu pelayanan bagi 
masyarakat maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 
Kinerja pemerintah daerah merupakan hasil kerja pemerintah daerah tersebut 
dengan mengkombinasikan kemampuan, usaha dan kesempatan dalam 
melaksanakan tugasnya. Individu yang memiliki kinerja yang tinggi akan selalu 
berorientasi pada prestasi, memiliki percaya diri, berpengendalian diri, dan 
memiliki kompetensi. Penilaian kinerja bermanfaat bagi organisasi untuk 
mengukur keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan karena pengukuran kinerja 
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Pengembangan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) mengharapkan 
desa-desa di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan aplikasi sistem keuangan 
desa (Siskeudes) guna mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak 
diinginkan. Desa Julubori yang terletak di Kecamatan Pallangga, Kabupaten 
Gowa ini merupakan salah satu desa yang telah mampu menerapkan sistem 
keuangan desa (Siskeudes) dengan lancar sejak tahun 2015 dan telah 
mendapatkan pujian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah 
mengantarkan Bupati Gowa dan Kepala Desa Julubori sebagai salah satu Desa 
terbaik penyelenggara Siskeudes yang diundang ke Istana Negara untuk menerima 
pengarahan dari Presiden RI Jokowi.
5
  
Mengingat begitu pentingnya peranan sistem keuangan desa (Siskeudes) di 
desa untuk kedepannya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai “Tinjauan Yuiridis Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa 
Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa”. 
B. Rumusan Masalah: 
Berdasarkan hal tersebut agar penulisan skripsi ini lebih efisien dan 
efektif, maka penulis akan membagi permasalahan yang timbul dalam 
pembahasan, serta adanya konsistensi dengan ruang lingkup dan obyek yang akan 
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dibahas dalam skripsi ini berkaitan dengan diatas, yang akan terbagi dalam 
beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes 
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan? 
2. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi 
Sistem Keuangan Desa? 
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
Bertitik tolak dari permasalahan dalam penulisan maka penulis dalam 
menyusun proposal ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, antara lain: 
1. Untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi 
Sistem Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. 
2. Untuk Mengetahui Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan 
Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa. 
Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dan 
khasanah ilmu pengetahuan, terutama kajian tentang implementasi aplikasi 
sistem keuangan desa. 
2. Secara  praktis,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi  masukan 
bagi pemerintah khususnya mengenai Aplikasi Sistem Keuangan Desa. 
D. Kajian Pustaka 
Untuk memperoleh gambaran pasti terhadap posisi penelitian ini, ada 
beberapa karya literatur yang menjadi penopang dalam penelitian ini. Berikut ini 
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adalah ilustrasi tentang penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan masalah 
yang sedang diteliti yaitu : 
1. Dalam skripsi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di 
Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran oleh 
AzizahNovirania. Membahas tentang pengawalan aplikasi system keuangan 
desa, proses pengelolaan keuangan desa, fitur-fitur system keuangan desa, tata 
kerja system keuangan desa. 
2. Dalam jurnal Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja 
Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, 
Kabupaten Tabanan) oleh Gusti Ayu Trisha Sulina, Made Arie Wahyuni, 
Putu Sukma Kurniawan. Membahas tentang prosedur penggunaan system 
keuangan desa (siskeudes), cara mengintegrasikan sumber daya manusia 
(sdm) yang rendah terhadap penggunaan system keuangan desa (siskeudes), 
manfaat penerapan system keuangan desa (siskeudes), kendala penerapan 
system keuangan desa (siskeudes), dampak kegunaan system keuangan desa 
(siskeudes). 
3. Dalam buku Sistem Informasi Manajemen Pendidikan oleh Lantip Diat 
Prasojo. Membahas tentang Pengembangan Sistem, Kebijakan dan 
Perencanaan Sistem, Analisis Sistem, Desain Sistem. 
Berdasarkan hasil penelitian diatas yang dijelaskan oleh beberapa tokoh 
yakni Azizah Novirania, maka dapat menarik kesimpulan dengan menggunakan 
model implementasi Goerge C Edwards bahwa pelaksanaan aplikasi system 
keuangan desa pada indicator pertama yakni komunikasi yang menjadi ukuran 
keberhasilan adalah transmisi dan kejelasan informasi belum maksimal 
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dikarenakan kurang maksimalnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh BPKP. 
Sumber daya baik dari segi sumber daya manusia di desa Bogor ejo berupa 
jumlah staff dan keahlian dari pelaksana sudah baik ditandai dengan adanya tim 
PTKD yang membantu pengoperasian siskeudes ini. Sarana dan prasarana yang 
menunjang telah disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan desa. Disposi 
berupa pemahaman pemerintah desa terhadap program siskeudes sudah paham 
serta keterbukaan terkait keuangan desa lebih baik, selain itu semangat dan 
kemauan para perangkat desa sudah baik dikarenakan siskeudes di anggap sangat 
memudahkan dan memaksimalkan kinerja pemerintahan desa. Struktur birokrasi 
ditandai dengan adanya SOP yakni pembagian tugas, desa ada tingkatan user, 
kabupaten admin, user melaporkan ke admin baru ketingkat pusat. Untuk stuktur 
birokrasi desa ada tim PTKD. 
Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini dilakukan dengan cara 
mengumpulkan beberapa buku atau data-data sebagai referensi dalam meneiliti 
lebih lengkap dilapangan mengenai aplikasi system keuangan desa (siskeudes) di 













A. Tinjauan Mengenai Teori Efektivitas Hukum 
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 
berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer 
mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau 
menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah 
sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai 
berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.
6
 
   
  Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk 
memantau.7 Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah 
pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, 
yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap 
pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak 
dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. 
Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 
pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran 
atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum 
memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan 
kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan 
yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum 
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juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang 
maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat 
berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang 
tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi 
hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.  
 Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka 
kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh 
sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan 
bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, 
sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat 
mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau 
tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.
8
 Sebagaimana yang 
telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di 
antaranya yang bersifat compliance, identification, internalization.  
Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain
9
: 
a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-
orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.  
b.  Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami 
oleh target diberlakukannya aturan hukum.  
c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.  
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d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya 
aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum 
yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang 
hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).  
e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat 
aturan hukum yang dilanggar tersebut.  
f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional 
dan memungkinkan untuk dilaksanakan.  
g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran 
terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena 
tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, 
dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam 
setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).  
h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan 
jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai 
moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya 
aturan tersebut.  
i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 
tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk 
menegakkan aturan hukum tersebut.  
j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan 
adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.  
12 
 
 Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnresyang 
berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada 
umumnya, melainkan kataatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali 
sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :
10
 
a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang 
mempengaruhinya; 
b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor 
apa yang mempengaruhinya. 
 Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat 
dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak 
tergantung pada beberapa faktor, antara lain:
11
 
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam 
masyarakatnya. 
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh 
dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang 
diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang 
sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. 
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 Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak 
mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan 
optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik 




 Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam 
penegakan hukum pada lima hal yakni :
13
 
1. Faktor Hukum 
 Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam 
praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan 
antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret 
berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang 
hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada 
kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan 
mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum 
tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.
14
 
2. Faktor Penegakan Hukum 
 Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak 
hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 
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petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di 
kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak 
hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau 
penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul 
persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau 
perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. 




3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 
 Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 
perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak 
dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-
alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas 
mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa 
adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum 
menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
16
 
4. Faktor Masyarakat 
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 
kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit 
banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf 
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kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. 
Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah 
satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 
5. Faktor Kebudayaan 
 Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum 
yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak 
mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap 
buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau 
mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis 
(perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat 
yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-
undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari 




 Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal 
pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas 
penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan 
hukumnya sendiri merupakan titik senteralnya. Hal ini disebabkan oleh baik 
undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan 
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B. Tinjauan Mengenai Aplikasi 
1. Pengertian Aplikasi 
Aplikasi   (application) adalah software yang dibuat  oleh  suatu 
perusahaan  komputer  untuk  mengerjakan  tugas-tugas  tertentu, misalnya 
Microsoft      Word,   Microsoft   Excel.
19
  Sedangkan   menurut   Anisyah,   
aplikasi   adalah   penerapan, penggunaan   atau   penambahan      Dari pengertian  
diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  aplikasi  merupakan   softwareyang berfungsi  
untuk  melakukan  berbagai  bentuk  pekerjaan  atau  tugas-tugas  tertentu seperti 
penerapan, penggunaan dan penambahan data.
20
 
Menurut  Kamus  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, “Aplikasi adalah 
penerapan  dari  rancang  sistem  untuk  mengolah  data  yang  menggunakan 
aturan atau ketentuan bahasa pemrogramantertentu”.
21
 
Aplikasi  adalah  suatu  program  komputer  yang  dibuat  untuk  
mengerjakan dan melaksanakan  tugas  khusus  dari  pengguna.  Aplikasi  
merupakan  rangkaian kegiatan atau perintah untuk dieksekusi oleh komputer. 
Program merupakan kumpulan instruction set yang akan dijalankan oleh 
pemroses, yaitu berupa software Bagaimana  sebuah  sistem  komputer  berpikir  
diatur  oleh program ini. Program inilah yang mengendalikan semua aktifitas yang 
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ada padapemroses. Program berisi konstruksi  logika  yang  dibuat  oleh  manusia, 
dan  sudah diterjemahkan  ke  dalam  bahasa mesin sesuai dengan format yang ada 
pada instructionset. 
Program  aplikasi  merupakan  program  siap  pakai.  Program  yang  
direka untuk melaksanakan suatu  fungsi  bagi pengguna  atau aplikasi  yang  lain. 
Contoh-contoh  aplikasi ialah  program  pemproses  kata  dan  Web  Browser.  
Aplikasi  akan menggunakan    sistem operasi    (OS)    komputer    dan    aplikasi    
yang    lainnya    yang mendukung.Istilah  ini  mulai  perlahan  masuk  ke  dalam  
istilah  Teknologi  Informasi semenjak tahun  1993,  yang  biasanya  juga  
disingkat  dengan  app.  Secara  historis,  aplikasi adalah software yang 
dikembangkan oleh sebuah perusahaan. App adalah sofware yang 
dibeliperusahaan  dari  tempat  pembuatnya.  Industri  PC  tampaknya  
menciptakan  istilah ini  untuk merefleksikan  medan  pertempuran  persaingan  
yang  baru,  yang  paralel  dengan yangterjadi antar sistem operasi yang 
dimunculkan 
2. Klasifikasi Aplikasi 
Aplikasi software yang dirancang untuk penggunaan praktisi khusus. 
Klasifikasi aplikasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 
a. Aplikasi software spesialis, program dengan dokumentasi tergabung yang 
dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. 
b. Aplikasi paket, dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk jenis 




1) Data Sumber (source data), ialah fakta yang disimpan di dalam basis data, 
misalnya: nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain-lain. 
2) Meta Data, digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data, type dan 
format penyimpanan data item dan berbagai pembatas (constraint) pada 
data. 
3) Data Dictionary atau Data Repository, digunakan untuk menyimpan 
informasi katalog skema dan pembatas serta data lain seperti: pembakuan, 
deskripsi program aplikasi dan informasi pemakai. 
4) Overhead Data, berisi linked list, indeks dan struktur data lain yang 
digunakan untuk menyajikan relationship record. 
Klasifikasi aplikasi dapat digolongkan menjadi beberapa kelas, antara lain: 
1) Perangkat lunak perusahaan (enterprise)  
2) Perangkat lunak infrastruktur perusahaan  
3) Perangkat lunak informasi kerja  
4) Perangkat lunak media dan hiburan  
5) Perangkat lunak pendidikan  
6) Perangkat lunak pengembangan media  
7) Perangkat lunak rekayasa produk 
Didalam pengertian dari masing-masing kelas itu sendiri mempunyai 
pengertian yang berbeda dari setiap kelasnya, antara lain: 
1) Perangkat Lunak Perusahaan ( Enterprise Software). 
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Perangkat Lunak Perusahaan ( Enterprise Software ) adalah 
aplikasi yang digunakan perusahaan untuk melakukan pengorganisasian 
kegiatan perusahaan. 
2) Perangkat Lunak Infrastruktur Perusahaan (Enterprise Infrastructure 
Software). 
Perangkat Lunak Infrastruktur Perusahaan (Enterprise 
Infrastructure Software) adalah aplikasi yang dibuat untuk menyediakan 
kemampuan-kemampuan umum yang dibutuhkan untuk membantu 
perangkat lunak perusahaan (enterprise software). 
3) Perangkat Lunak Informasi Kerja ( Information Worker Software ). 
Perangkat Lunak Informasi Kerja ( Information Worker Software ) 
adalah aplikasi yang biasa dipakai untuk menunjukan kebutuhan 
individual untuk membuat dan mengolah informasi. Umumnya untuk 
tugas- tugas individu dalam sebuah departemen. 
4) Perangkat Lunak Media Dan Hiburan (Content access software Software ). 
Perangkat Lunak Media Dan Hiburan ( Content access software 
Software ) adalah aplikasi yang biasa digunakan untuk mengakses konten 
tanpa editing, tapi bisa saja termasuk software yang memungkinkan 
mengedit konten. Seperti software yang menunjukan kebutuhan individu 
dan grup untuk mengkonsumsi hiburan digital dan mempublikasikan 
konten digital. 
5) Perangkat Lunak Pendidikan ( Educational Software ). 
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Perangkat Lunak Pendidikan ( Educational Software ) adalah 
aplikasi yang hampir sama dengan Perangkat Lunak Media Dan Hiburan ( 
Content access software Software ) tapi biasanya menampilkan konten 
yang berbeda. 
6) Perangkat Lunak Pengembangan media ( Media Development Software). 
Perangkat Lunak Pengembangan media ( Media Development 
Software)adalah aplikasi yang digunakan untuk menunjukan kebutuhan 
individu untuk menghasilkan media cetak dan elektronik, umumnya pada 
bidang komersial atau pendidikan. 
7) Perangkat Lunak Pengembangan Produk (Product Engineering Software). 
Perangkat Lunak Pengembangan Produk (Product Engineering 
Software) adalah aplikasi yang biasa digunakan untuk pengembangan 
produk hardware dan software.
22
 
C. Tinjauan Mengenai Sistem 
1. Pengertian Sistem 
Kata  sistem  berasal  dari  bahasa Yunani,  yaitu systema,  yang artinya 
himpunan  bagian  atau  komponen  yang  saling berhubungan  secara teratur  dan  
merupakan  suatu  keseluruhan.  Selain  itu,  bisa  diartikan sekelompok elemen 
yang independen, namun saling terkait sebagai satukesatuan.  Sistem  terdiri  atas 
struktur  dan  proses.  Struktur  sistem merupakan  unsur-unsur  yang  membentuk  
sistem  tersebut,  sedangkan proses  sistem  menjelaskan  cara  kerja  setiap  unsur  
sistem  dalammencapai  tujuan.  Setiap  sistem  merupakan  bagian  dari  sistem  
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lain  yang lebih besar dan terdiri atas berbagai sistem yang lebih kecil, yang 
disebut subsistem.  Setiap  sistem  diciptakan  untuk  menangani  sesuatu  yang 
berulang-ulang atau yang secara rutin terjadi.
23
 
Sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling 
memengaruhi  dalam  satu  lingkungan  tertentu. Sistemmerupakan  bagian-bagian  
yang  beroperasi  secara  bersama-sama  untuk mencapai  beberapa  tujuan.
24
 
Menurut Budi Sutedjo, sistem adalah kumpulan elemen yang saling 




Indrajit mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan dari 
komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.
26
 
Jogianto mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen yang 
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan 
suatu kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda, serta orang-orang 
yang ada dan terjadi.
27
 
Definisi sistem menurut Lani Sidharta (1995: 9) adalah himpunan dari 
bagian yang saling berhubungan, yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan 
yang sama. Dengan demikian, sistem merupakan kumpulan dari beberapa bagian 
yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu 
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kesatuan untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Maksud dari suatu sistem 
adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam ruang lingkup yang sempit.
28
 
2. Teori Sistem 
Upaya mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi 
perilakuorganisasi  umumnya  berasal  dari  teori  sistem.  Ludwig  von  
Bertalanffy menyatakan  bahwa  teori  sistem  dapat dianalogikan  dengan  sistem  
yang ada pada organisme. 
Teori  sistem  memiliki  dua  konsep  dasar. Pertama, konsep  
subsistemyang  melihat  hubungan  antarbagian  sebagai  hubungan  sebab  akibat. 
Kedua, memandang  sebab  jamak  (multiple causation)  sebagai  hubunganyang 




Suatu  sistem  pada  dasarnya  adalah  sekelompok  unsur  yang  erat 
hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk 
mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai  
kumpulan  atau  himpunan  dari  unsur,  komponen,  atau  variabel yang  
terorganisasi  saling  berinteraksi,  saling  tergantung  satu  sama  lain, dan 
terpadu. Dari definisi tersebut dapat diperinci lebih lanjut pengertian sistem  
secara  umum,  yaitu:  
a. setiap  sistem  terdiri  atas  unsur-unsur; 
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b. unsur-unsur  tersebut  merupakan  bagian  terpadu  sistem  yang bersangkutan; 
c. unsur  sistem  tersebut  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  sistem; 
d. suatu sistem merupakan  bagian dari sistem lain  yang lebih besar30 
3. Bentuk Sistem 
Husni  Iskandar  Pohan  dan  Kusnasriyanti  Saiful Bahri  menjelaskan 
bahwa pada dasarnya hanya ada dua jenis sistem, yaitu: 
a. sistem  alami,  seperti  sistem  matahari,  sistem  luar  angkasa,  sistem 
reproduksi, dan sebagainya; 
b. sistem  buatan  manusia,  seperti  sistem  hukum,  sistem  perpustakaan, sistem 
transportasi, dan sebagainya. 
Sistem alami terbagi menjadi dua, yaitu: a. sistem fisik, seperti sistem 
molekul,  luar  angkasa;  b.  sistem  kehidupan,  seperti  sistem  tumbuhan, sistem  
manusia.  Adapun  sistem  buatan  manusia  umumnya  dibagi berdasarkan  
spesifikasi  tertentu,  seperti  sistem  sosial  (hukum,  doktrin,seragam),  sistem  
organisasi  (perpustakaan),  sistem  transportasi  (jaringanjalan raya, kanal, udara, 
lautan), sistem komunikasi (telepon, teleks, sinyalasap), sistem produksi (pabrik), 
dan sistem keuangan (akuntansi, inventori,buku  besar). 
Sistem  berdasarkan  prinsip  dasar  secara  umum  terbagi dalam: 
a. sistem  terspesialisasi,  yaitu  sistem  yang  sulit  diterapkan  pada lingkungan  
yang  berbeda  (misalnya  sistem  biologi;  ikan  yang dipindahkan ke darat); 
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b. sistem  besar,  yaitu  sistem  yang  sebagian  besar  sumber  dayanya berfungsi 
melakukan perawatan harian (misalnya dinosaurus sebagaisistem biologi 
menghabiskan sebagian besar masa hidupnya denga nmakan); 
c. sistem  sebagai  bagian  sistem  lain,  yaitu  sistem  yang  merupakanbagian  
dari  sistem  yang  lebih  besar  dan  dapat  terbagi  menjadi sistem  yang  lebih  
kecil; 
d. sistem  berkembang  walaupun  tidak  berlaku  bagi  semua  sistem;tetapi 
4. Pelaku Sistem 
Pelaku  sistem  terdiri  atas  tujuh  kelompok,  yaitu  sebagai  berikut: 
a. Pemakai 
Pada  umumnya  ada  tiga  jenis  pemakai,  yaitu  operasional, 
pengawas, dan eksekutif. 
b. Manajemen  
Ada  tiga  jenis  manajemen,  yaitu  manajemen  pemakai  yang 
bertugas  menangani  pemakaian  ketika  sistem  baru  diterapkan; 
manajemen  sistem  yang  diterapkan  dalam  pengembangan  sistem; 
manajemen  umum  yang  terlibat  dalam  strategi  perencanaan  sistemdan  
sistem  pendukung  pengambilan  keputusan. 
c. Pemeriksa 
Pemeriksa  menentukan  segala  sesuatunya  berdasarkan  ukuran-
ukuran standar yang dikembangkan di banyak perusahan sejenis. 
d. Penganalisis sistem 
Fungsi  dari penganalisis sistem antara lain sebagai  berikut: 
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1) arkeolog,  yaitu  menelusuri  cara  sistem  lama  berjalan,  sistem 
tersebut dijalankan, dan segala hal menyangkut sistem lama; inovator,  
yaitu  membantu  mengembangkan  dan  membuka wawasan pemakai  
bagi kemungkinan  lain; 
2) mediator,yaitu menjalankan fungsi komunikasi dari semua level,antara  
lain  pemakai,  manajer,  programmer,  pemeriksa,  dan pelaku sistem 
lain yang mungkin  belum memiliki sikap dan cara pandang yang 
sama; 
3) pimpinan; penganalisis  sistem  harus  personel  yang  ber-pengalaman  
dari  programmer  atau  desainer.  Selain  itu, penganalisis sistem 
umumnya ditetapkan  terlebih  dahulu dalam suatu  pekerjaan  sebelum  
bekerja  karena  penanggung  jawab pekerjaan  menjadi  porsi  
penganalisis  sistem. 
e. Pendesain sistem 
Pendesain  sistem  menerima  hasil  penganalisis  sistem  berupa 
kebutuhan pemakai yang tidak  berorientasi  pada teknologi tertentu, 
kemudian  ditransformasikan  ke  desain  arsitektur  tingkat  tinggi  dan 
dapat  diformulasikan  oleh  programmer. 
f. Programmer 
Setelah  penganalisis  sistem  memberikan  hasil  kerjanya  dan 
diolah  oleh  pendesain  sistem,  programmer  dapat  mulai  bekerja. 
g. Personel Pengoperasian 
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Pelaku  ini  bertugas  dan  bertanggung  jawab  di  pusat  komputer, 
misalnya  jaringan,  keamanan  perangkat  keras, keamanan  perangkat 
lunak, pencetakan, dan back-up. 
Sebuah  sistem  secara  umum  terdiri  atas  masukan,  pengolahan,  dan 
keluaran yang meliputi bagian-bagian yang selalu terkait serta beroperasi 
bersama-sama  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Suatu  sistem  dapat  terdiri atas  
sistem-sistem  bagian  (subsistem),  yaitu  masing-masing  subsistem dapat  terdiri  
atas  subsistem  yang  lebih  kecil  lagi,  yang  saling  berhubungan dan 
berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang terpadu atau terintegrasi  sehingga  
tujuan atau sasaran sistem  dapat tercapai.
31
 
D. Tinjauan Mengenai Desa  
1. Pengertian Desa 
Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang 
berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa 
atau village yang diartikan sebagai“a groups of houses or shops in a country area, 
smallerthan and town“. Desa adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul 
danadat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah 
Kabupaten. 
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 Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi 
Desa” menyatakan bahwa:
32
 Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum 
yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. 
Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, 
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 
Menurut R. Bintarto,
33
 berdasarkan tinajuan geografi yang 
dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, 
politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal 
balik dengan daerah lain. 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
34
desa adalah suatu kesatuan 
wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system 
pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan 
kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. 
Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah: 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal,
35
 Desa 
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa 
dan Desa adatatau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional 
yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 
1, Desa adalah Desa dan  adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnyadisebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah 
Desa dan  adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 




Dengan demikian  sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala  melalui 
pemerintah  dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemrintahan atau dari 
pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan 
pemikiran dalam pengaturan mengenai  adalah keanekaragaman, partisipai, 
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh Pemerintahan  dan Badan Permusyawaratan  dalam 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
ususldan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, 
lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola  
(disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan ”. 
Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaratan  dan 
lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan ). 
Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma
36
 
menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu 
wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan 
sendiri, sertaberada diwilayah pimpinan  yang dipilih dan ditetapkan 
sendiri.Sedangkan pemerintahan  berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 
2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan  Permusyawaratan  
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
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asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormti dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37
 
Dengan demikian  sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala 
melaluipemerintah  dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan 
ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. 
Sebagaiunit organisasi yang berhadapan  langsung dengan masyarakat dengan 
segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang 
sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. 
Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan 
pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna 
penguatan otonomi  menuju kemandirian  dan alokasi. 
Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat 
jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang 
mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan 
untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi 
dansosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat 
strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap 
penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan 
mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. 
Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:
38
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1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 
asal-usul desa. 
2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan 
pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan 
pelayanan masyarakat. 
3) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 
4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 
diserahkan kepada desa. 
5) Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak: 
a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal 
usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. 
b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; 
c. Mendapatkan sumber pendapatan; 
Desa berkewajiban; 
a. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat 
desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa; 
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; 
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d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan 
e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa; 
Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 
penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan 
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan 
dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat 
akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk 
pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 
kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan 
pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan 
atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana 
perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, 
faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan 
bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan 
masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. 
2. Struktur Pemerintah Desa 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 
25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 
lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. 
Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional 
diartikansebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam 
bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan 
tugasnya.Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
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disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas 
menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar 
tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. 
Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk: 
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; 
c. Memegang kekeuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 
d. Menetapkan Peraturan Desa; 
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
f. Membina kehidupan masyarakat desa; 
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 
h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasi agar 
mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat desa; 
i. Mengembangkan sumber pendapatan desa; 
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guma 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; 
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 
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m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 
n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum 
untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perumdang undangan; 
dan 
o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud diatas 
merupakan format yang diakui oleh kontitusi Negara Republik Indonesia. 
Sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi Kepala Desa tidaklah mudah, 
diantaranya adalah: 
1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka 
Tunggal Ika; 
2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 
3) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 
4) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 
5) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, 
transparan,profesional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari kolusi, 
korupsi, dan nepotisme; 
6) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di 
desa; 
7) Menyelengarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; 
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8) Mengelola keuangan dan Aset Desa; 
9) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; 
10) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; 
11) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa; 
12) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; 
13) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa; 
14) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 
hidup; 
15) Memberikan informasi kepada masyrakat desa. 
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama 
dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini 
tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
yang berbunyi: 
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
39
  
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 
Desa; 
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; 
c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa; 
Badan Permusyawartan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi 
penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a 
Undang-Undang Desa yang berbunyi: 
Badan Permusyawaratan Desa berhak: 
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1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan 
desa kepada pemerintah desa; 
2) Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan 
masyarakat desa; dan 
3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja. 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Undang-Undang Desa Pasal 48,
40
dalam melaksanakan tugas, 
kewenangan, hak, kepala desa wajib: menyampikan laporan penyelenggaraan 
Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, 
menyampaikan laopran penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa 
jabatan kepada Bupati/Kota, menyampaikan laporan keterangan secara tertulis 
kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Lebih lanjut 
dalam Pasal 51 Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan 
Permusyawaratan Desa secaratertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan 
peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan 
Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dari uraian 
tersebut sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai 
peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar 
tidak diselewengkan. Mari kitacermati ketentuan pasal 48 dan 51 Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.Selain bersama Badan Permusyawaratan Desa, 
sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. 
Perangkat desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
terncantum dalam Pasal 48. 
Perangkat desa terdiri atas;
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a. Sekretariat desa; 
b. Pelaksana kewilayahan; dan 
c. Pelaksana teknis. 
Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan 
camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya,perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat 
desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas 
pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan 
yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan 
pemerintahan dan pembangunan. 
Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan 
sesuaidengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
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tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan 
dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.
42
 Untuk 
melaksanakan tugas tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa 
yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. 
Dengan demikian susunanorganisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat 
Undang-Undang Desa. 
Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuikan dengan kewenangan 
dan beban tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Asnawi Rewansyah
43
ada 5 
(lima) fungsi utama pemerintah yaitu: (1) Fungsi pengaturan/regulasi, (2) Fungsi 
pelayanan kepada masyarakat, (3) Fungsi pemberdayaan masyarakat, (4) Fungsi 
pengelolaan asset/kekayaan dan (5) Fungsi pengamanan dan perlindungan.  
E. Tinjauan Mengenai Sistem Keuangan Desa 
Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan 
kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk 
pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa harus bisa 
menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan 
keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan, 
yaitu: 
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a. Laporan ke Bupati/Walikota: 
1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Semesteran). 
2) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APB Desa 
(Tahunan). 
3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) Desa Tahunan dan LPP 
Desa akhir Masa Jabatan. 
4) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (APBN) per Semester untuk 
dikompilasi dan dilaporkan ke Menteri Keuangan. 
5) Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan)  
b. Laporan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD):  
Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintahan Desa terdiri dari 
Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa 
(Tahunan).  
1. Pengawalan Aplikasi Sistem keuangan Desa 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan 
Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah diberi mandat untuk 
mengawal akuntabilitas keuangan dan  pembangunan nasional, termasuk 
pengelolaa keuangan desa  khususnya melalalui aplikasi sistem keuangan desa, 
dengan tujuan sebagai berikut: 
a. Tujuan: 
1) Memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU 
Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan 
dengan baik  untuk seluruh Tingkatan Pemerintah. 
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2) Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa 
secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. 
b. Ruang Lingkup:  
Kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta implementasinya. 
Tahap pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengawalan 
pengelolaan keuangan desa, dapat dapat diidentifikasi titik-titik kritis di tingkat 
pemerintahan maupun dalam proses pengelolaan keuangannya, sebagai berikut: 
1) Tingkat Pemerintahan: 
 Pemerintah Pusat: 
 Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan 
Kementerian Keuangan. 
 Sinkronisasi Peraturan Pelaksanaan antar Kementerian. 
 Peraturan Pelaksanaan yang belum mendukung, misal Perpajakan 
dan PBJ. 
 Pemerintah Provinsi : 
 Pembinaan dan Pengawasan 
 Fasilitasi pendampingan 
 Pemerintah kabupaten/kota 
 Kebijakan penghitungan alokasi: Dana Desa (APBN), Alokasi 




 SDM (Kecamatan, Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Pengelolaan Pendapatan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 
 Kebijakan PBJ Desa  dan Pengelolaan Keuangan Desa 
 Pemerintah Desa: 
 SDM Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) 
 Sarana dan Prasarana Desa 



















A. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian pada penulisan skripsi ini adalah di Desa Julu 
Bori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Lokasi tersebut menjadi pilihan 
penulis sebab terdapat beberapa data dan pendapat narasumber yang bisa 
dijadikan bahan kajian terhadap Aplikasi Sistem Keuangan Desa. 
B. Jenis dan Tipe Penelitian 
Penelitian   yuridis empiris   dilakukan   dengan   meneliti   secara 
langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang 
undangan   atau   aturan   hukum   yang   berkaitan   dengan penggunaan atau 
penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES),  serta  melakukan  
wawancara  dengan  responden   yang   dianggap   dapat memberikan   informasi   
mengenai Aplikasi Sistem Keuangan Desa sebagai fokus penelitian penulis. 
C. Sumber Data 
Jenis  dan  sumber  data  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini 
terbagi atas 2 (dua), yakni : 
a. Data  Primer,  yaitu  data  dan  informasi  yang  penulis  peroleh  di lapangan  
melalui  wawancara  langsung kepada responden yakni Bapak Kepala Desa 
Julubori atas nama Muh. Ilyas. 
b. Data  Sekunder,  yaitu  data  dan  informasi  yang  penulis  peroleh seperti   
data   atau   informasi   yang diperoleh  dari  instansi  atau  lembaga  tempat  
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penelitian,  media elektronik,  karya  ilmiah  dan  dokumen atau peraturan 
perundang-undangan yang  ada  relevansinya dengan penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
a. Penelitian    Lapangan,    yaitu    mengumpulkan    data    secara 
langsung  melalui  wawancara  berdasarkan  daftar  pertanyaan yang  
telah  disiapkan  dan melakukan  secara  tidak  terstruktur untuk   
memperoleh   data   dari   informasi   yang   diperlukan.  
b. Penelitian Kepustakaan, dalam melakukan penelitian  kepustakaan, 
penulis    membaca    dan    meneliti    peraturan perundang-undangan, 
buku-buku, artikel-artikel dalam berbagai media  elektronik  yang 
dianggap  relevan  dengan  materi  yang dibahas. 
E. Analisis Data 
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini,  yaitu 
analisis    data    kualitatif    merupakan    analisis    data    yang tidak 
menggunakan   angka,   melainkan   memberikan   gambaran-gambaran 
(deskripsi), dengan kata-kata  atas  temuan-temuan,  dan  karenanya lebih 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian dari penulisan skripsi ini yakni terletak di desa 
julubori. Desa Julubori adalah salah satu desa di kecamatan pallangga, kabupaten 
gowa, provinsi sulawesi selatan. Penulis menguraikan gambaran umum lokasi 
penelitian melalui profil desa yang diperoleh pada saat penulis melakukan 
penelitian di kantor desa julubori pada tanggal 2 Juni 2020. 
1. Sejarah Desa Julubori 
TAHUN / ZAMAN KEJADIAN/ PERISTIWA 
    1939  -  1964 - Pada permulaan ada Pemerintahan dengan nama “ 
Kadaengan “ yang dipimpin oleh  “Daengta 
Paku“ bernama HAMA DAENG BALI. 
- Masih kesulitan bahan makanan karena masih 
suasana Penjajahan. 
- Pembangunan Pasar Desa. 
    1964  -  1977 - Mulai terbentuk Pemerintahan Desa dengan nama 
Desa Julubori yang diberi nama oleh HAMA 
DAENG BALI yang meliputi lingkungan dan 
yang menjadi Kepala Desa Pertama pada waktu 
itu adalah “BASO HAMA DAENG NAI” 
- Pembuatan Lapangan Sepak Bola. 
- Masyarakat yang berjualan ke Kota dengan istilah 
“Palembara”. 
- Pembuatan Akses Jalan baru dari Bontobila ke 
Borongbilalang. 
- Pembangunan Kantor Desa dan SD Negeri serta 
Madrasah Tsanawiyah Djulubori. 
    1977  -  1978 - Terjadi   Pergantian   Kepala   Desa   dari           
BASO HAMA DAENG NAI beralih ke “ Sersan  
HAMZAH DAENG TALLI”. 
- Dibentuklah Lingkungan di tiap Kampung. 
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- Petani dalam mengelolah lahan pertaniannya 
menggunakan bajak yang ditarik oleh Kerbau.       
     1978  -  1992 - Pada tahun 1978 terjadi lagi penggantian Kepala 
Desa baru bernama     “KACONG SUGIMEN”. 
- Pembangunan Kantor Desa yang baru. 
- Adanya Usaha Jual Beli Kapuk ke Kota sebagai 
bahan baku Kasur dan Bantal. 
- Alat trasfortasi yang sudah memadai. 
- Ada Program pertanian bernama Bimas  (Lappo 
Ase) 
- Ada perkerasan jalan sepanjang 2 km. 
- Pada tahun 1986 diadakan pemilihan Kepala 
Desa. 
- Ada Pembangunan Irigasi. 
- Pembangunan SD Inpres. 
 
 
 - Ada Abri Masuk Desa, yang bekerjasama dengan 
masyarakat membuat jalan antar Desa Bontobila –
Biringbalang dan Bontobila-Sogaya. 
- Sudah ada penggilingan Padi. 
- Pembuatan KUD.Penggalakan KB (Keluarga 
Berencana) 
- Sudah ada Usaha Rumah Tangga yaitu Pembuatan 
Kasur dan Bantal. 
- Sudah ada Traktor Tangan untuk digunakan 
membajak lahan pertanian. 
- Masyarakat sudah berhasil panen 3 kali ( 2 kali 
panen padi dan 1 kali panen palawija ). 
- Terjadi Pemekaran Desa,Julubori dimekarkan 
menjadi 3 desa yaitu Desa Julubori( Desa 




    1992  -  2003 - Pada tahun 1992 diadakan Pemilihan Kepala Desa 
oleh masyarakat, dan yang terpilih adalah “ Serda 
ZAINUDDIN DG. NAI” 
- Usaha Pembuatan Kasur dan Bantal semakin pesat 
dan meraupakan home Industri. 
- Pemasarannya semakin meluas. 
- Program Pemerintah melalui Sektor Pertanian 
Program DAFEP yang melakukan pelatihan untuk 
meningkatkan SDM petani. 
- Ada KUT (Kredit Usaha Tani) yang bertujuan 
menyiapkan sarana produksi pertanian dan alat 
produksi pertanian. 
- Ada pembangunan jamban keluarga melalui PDM  
DKE. 




















2016 - Sekarang 
- Pada tahun 2003 diadakan lagi Pemilihan Kepala 
Desa, yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan 
yang terpilih adalah “KAMARUDDIN DG. 
SITAKKA”  
- Mulailah pengaspalan jalan dari Dusun 
Borongbilalang ke Dusun Paku. 
- Pembangunan SLTP (SMP 5 Pallangga). 
- ada PNPM  P2KP 
- Pada tahun 2008 diadakan lagi Pemilihan Kepala 
Desa, yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan 
yang terpilih adalah “MUH. ANSAR”  
- Pengaspalan jalan dari Dusun Borongbilalang ke 
Dusun Bontobila. 
- Pembangunan SMA (SMA 20 Pallangga). 
- Penambahan Pembangunan Masjid 2 buah 
- Pada tahun 2013 dipinpin oleh Plh. Bernama 
RUSTAM SIDDIQ, S.E  
- Mulai adanya Dana Desa pada tahun 2015 dengan 
membangun beberapa infrastruktur, 
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan 
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 
- Pada tahun 2016 diadakan lagi Pemilihan Kepala 
Desa, yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan 
yang terpilih adalah “MUH. ILYAS”  




- Pengelola Siskeudes Terbaik dengan menerima 
kunjungan studi banding dari provinsi lain. 
- Menerima penghargaan dari presiden Republik 
Indonesia sebagai pengelola Siskeudes Terbaik. 
- Dana Desa mencapai 1 Miliar sehingga APBDes 
mencapai 2,2 Miliar 
- Pembangunan Sarana dan Prasarana, Kesehatan, 
Saran Olahraga,  
- Pengembangan kerja bakti dan menghasilkan jalan 
baru sepanjang 1,5 Km. 
 
2. Kondisi Geografis Desa 
1) Geografis 
 Desa Julubori terletak 11 km sebelah tenggara Ibukota Kabupaten Gowa 
dan 6  km sebelah timur Ibukota Kecamatan Pallangga. Berbatasan dengan desa- 
desa tetangga yaitu; 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Toddotoa  
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Julukanaya dan Desa Julupa’mai 
c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kampili 
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pa’nakkukang dan Desa 
Bungaejaya  
e. Jarak ibu kota Kecamatan  :  6 Km 
f. Waktu tempuh  :  30 menit 
g. Jarak Ibu kota Kabupaten :  11  Km 
h. Waktu tempuh  :  45  Menit 
i. Jarak Ibu kota propensi :  18 Km 
j. Waktu Tempuh  :  1 Jam 
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2) Administrasi Desa 
Wilayah Desa Julubori terdiri dari 3 Dusun, 8 Rukun Warga (RW), 24 
Rukun Tetangga (RT) yaitu: 
a. Dusun Borongbilalang, terdiri dari 3 RW dan, 9 RT 
b. Dusun Paku, terdiri dari 3 RW dan 9 RT. 
c. Dusun Bontobila, terdiri dari 2 RW dan 6  RT 
3.  Keadaan Statistik Sosial Budaya 
a. Jumlah Penduduk 
1) Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin 
  Jumlah penduduk yang tercatat  total 5.722 jiwa. Dengan rincian 
penduduk berjenis kelamin Laki-Iaki, berjumlah 2.830jiwa, sedangkan 
berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.892 jiwa, secara rinci dapat dilihat 
pada table berikut:  
Tabel  1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Kelamin 
No Dusun Jenis Kelamin Jumlah 
Laki-laki Perempuan 
1 Paku 1.100 1.661 2.761 
2 Borongbilalang  1.105 1495 2.600 
3 Bontobila     635   686 1.361 
Total  2.830 2.892 5.722 
 
2) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 
   Kondisi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat berbeda-beda menurut 
pemenuhan kebutuhan hidup masing-masing. Hal ini sering disebabkan karena 
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tingkat kepemilikan asset yang berbeda pula.  Dari pembahasan pada proses 
penjajakan, tingkat kesejahteraan terbagi atas (tiga) kategori yakni: Kaya , 
Sedang , Miskin dan sangat miskin. 
   Untuk mengetahui lebih jelas tingkat kesejahteraan masyarakat, 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
  Tabel 2 : Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Kesejahteraan 
NO Peringkat 
Kesejahteraan 
Jumlah KK Setiap Dusun JUMLAH 
Paku Borongbilalang Bontobila 
1 KAYA 11 12 10 33 
2 SEDANG 100 117 69 286 
3 MISKIN 266 257 210 733 
4 SANGAT 
MISKIN 
66 73 52 191 
 JUMLAH 443 459 341 1.243 
 
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Julubori 
a. Pemerintah Desa Julubori 
NO NAMA JABATAN KET 




2 H. Abd. Rajab Yato Sekdes Julubori  








5 Serly Angraeni  Kepala Urusan Keuangan   
6 Muliadi Amd.Kep Kepala Seksi Pembangunan  
7 Tina Faramita, S.Pd Kepala Urusan Administrasi  
8 Salmiyah, S.Kom Kepala Seksi Kesejahteraan  
9 Selvi Marwangi Staf. Keuangan   
10 Nurul Ismi Staf. Administrasi  
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11 Dwi Resky Andriani Staf. Kesejahteraan  
12 Muh. Jufri Kepala Dusun  Borong 
Bilalang 
 
13 H. Bakri Se’na Kepala Dusun Paku  
14 Kasim Dg Rani Kepala Dusun Bonto Bila  
 
b. Struktur BPD Desa Julubori 
NO N A M A JABATAN ALAMAT 
1 ABD. HAMID KETUA BONTOBILA 
2 SYAMSUDDIN WAKIL KETUA BORONGBILALANG  
3 ABD. LATIEF SEKRETARIS PAKU 
4 NURDIN, SP ANGGOTA BONTOBILA 
5 RISKA RAHIM ANGGOTA PAKU 
6 SYAFARUDDIN ANGGOTA BORONGBILALANG 
7 BASRI DG ROLA ANGGOTA BORONGBILALANG 
8 SUKARMAN ANGGOTA BORONGBILALANG 
9 LAHABUDDIN ANGGOTA BONTOBILA 
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B. Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes 
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. 
1. Dasar Hukum Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa. 
Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam pengembangan 
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yakni mengacu pada : 
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
b. PP Nomor 43 Tahun 2014 Juncto PP 47 Tahun 2015 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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c.  PP Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari APBN. 
d. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan 
Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Permendagri Nomor 
113 Tahun 2014. 
e. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 
Desa. 
f. PMK Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. 
g. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 43 
Tahun 2014 Juncto PP 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengurai sebagaimana yang telah 
dikemukan pada awal penulisan skripsi ini mengenai Aplikasi Siskeudes yang 
mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam 
Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi 
Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 
tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan 
Desa/Dana Desa. Maka penulis mencoba merespon hal tersebut bahwa terkait 
dengan himbauan atau pun surat yang sifatnya Instruksi yang dikeluarkan oleh 
menteri bahwa seluruh desa di indonesia dalam pengelolaan keuangan desa 
menggunakan Aplikasi Siskeudes itu terbilang lemah. Titik lemahnya itu terdapat 
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 https://jpg.go.id diakses pada tanggal 12 september 2017). 
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pada surat menteri tersebut karena Aplikasi Siskeudes itu tidak diatur dan 
mengikat bagi aparatur pemerintah desa dalam penggunaannya melalui peraturan 
perundang-undangan. Bagi pemerintah desa bisa saja ada yang tidak mengikuti 
Surat menteri tersebut dalam menggunakan aplikasi tersebut. Karena aplikasi 
tersebut tidak diatur melalui peraturan perundang-undangan maka pemerintah 
desa yang tidak menggunakan aplikasi tersebut tidak dapat diberi sanksi hukum. 
Seharusnya pemerintah mengatur atau pun menetapkan tentang penggunaan 
Aplikasi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
2. Sejarah Siskeudes 
Pengembangan Aplikasi Sistem  Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam 
rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan 
Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching 
aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban 
atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 
2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun 
oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem 
keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. 
Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya 
dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek 
percontohan di lingkungan BPKP  pada bulan Mei 2015.   Aplikasi ini telah 
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diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan 
Juni 2015.  
Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan 
kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan 
Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh Tim yang telah 
ditunjuk. 
Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan 
desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang 
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta. 
3. Fitur-Fitur Keuangan Desa 
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang 
dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. 
Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat 
sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam 
mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. 
Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat 
menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain: 
1) Dokumen Penatausahaan: 
2)  Bukti Penerimaan; 
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3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 
4) Surat Setoran Pajak (SSP); 
5) Dan dokumen-dokumen lainnya 
6)  Laporan-laporan: 
7) Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber 
dana); 




4. Sistem Keuangan Desa  
Dengan telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa 
diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, 
termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. 
Implementasi UU Nomor 6 tentang Desa ini selaras dengan Program 
Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2015-2019 yaitu 
“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan 
DESA dalam kerangka NKRI”. Sebagai tindak lanjutnya, dalam APBN-P 2015 
telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun untuk 74.093 desa yang 
tersebar di Indonesia, dan pada tahun-tahun berikutnya akan terus bertambah 
bahkan akan mencapai lebih dari 1 milyar untuk tiap desa. 
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Selain Dana Desa tersebut, sesuai UU Nomor 6 tentang Desa pasal 72, 
desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan 
Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil 
Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD 
Provinsi/Kabupaten/Kota. 
Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam 
mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk 
di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. 
Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan 
tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa 
menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan 
keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan, 
yaitu:  
a. Laporan ke Bupati/Walikota: 
1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Semesteran) 
2) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APB Desa 
(Tahunan) 
3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) Desa Tahunan dan LPP 
Desa akhir Masa Jabatan 
4) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (APBN) per Semester untuk 
dikompilasi dan dilaporkan ke Menteri Keuangan 
5) Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan) 
b. Laporan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD): 
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Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintahan Desa terdiri dari Laporan 




5. Sumber-Sumber Keuangan Desa 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 71 Ayat (1) 
menyebutkan bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.”  Selanjutnya pada 
pasal 72 ayat (1) meneyebutkan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: 
a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; 
d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 
diterima Kabupaten/Kota; 
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Provinsi 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;  
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan  
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 






Pasal 72 ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b bersumber dari Belanja Pusat  dengan mengefektifkan program yang 
berbasis Desa secara merata dan berkeadilan., Pasal 72 Ayat (3) Bagian hasil 
pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada           
ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi 
daerah, Pasal 72 Ayat (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada  ayat 
(1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang 
diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus, Pasal 72 Ayat (5) Dalam rangka pengelolaan 
Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada 
perangkat Desa yang ditunjuk, Pasal 72 Ayat (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak 
memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah 
dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana 




Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk 
menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana 
tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang 
mencangkup penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan 
masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan desa yang 
bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut. 
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Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah 
diinginkan dan terealisasikan dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang 
tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan 
dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa. 
Menurut James A.F Stoner,
50
pengelolaan merupakan proses perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota 
organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar 
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad 
Arif.
51
pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan desa. 
Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, 
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan 
artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara 
legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. 
Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai 
dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.
52
  
6. Proses Pengelolaan Keuangan Desa 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 
1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari 
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perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen 
dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian.
53
 Yakni 
seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk 
menggerakkan orang melakukan seuatu pekerjaan. 
Menurut Muhammad Arif, 
54
pengelolaan keuangan desa adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang 
lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah 
terhadap pengembangan wilayah pedesaaan adalah adanya anggaran 
pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam 
bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).
55
Inilah yang kemudian melahirkan suatu 
proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi 
Dana Desa (ADD). 
Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, 
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan 
artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara 
legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. 
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Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai 
dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.
56
 Kepala Desa sebagai 
kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolakeuangan desa 
dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang 
dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewewenang: 
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa. 
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa. 
c. Menetapkan bendahara desa. 
d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan. 
e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 






d. Pelaporan;  
e. Pertanggungjawaban; 
f. Pengawasan; 
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, 
dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa 
menguasakan sebagian kekeuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pengelolaan keuangan 
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desadilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 
Januari sampai dengan 31 Desember. 
7. Tata Kerja Sistem Keuangan Desa 
Berdasarkan buku kerja pengelolaan keuangan desa bahwa tata kerja 
pengelolaan sistem keuangan desa adalah sebagai berikut:
58
 
a. Siklus Penganggaran : 
1) RAB 
2) APBDES 
b. Siklus Penata Usahaan : 
1) Tingkat PPTK agar menyusun Buku Pembantu Kegiatan 
2) Tingkat Bendahara agar menyusun 
 Buku Kas Tunai 
 Buku Bank 
 Buku Bantu Pajak 
c. Siklus Pelaporan : 
Tingkat Kepala Desa agar menyusun: 
1) Laporan Realisasi anggaran 
2) Laporan Kekayaan Milik Desa 
Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang 
beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa  tentunya 
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menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh 
karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa 
sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang 
baik (Good Village Governance). 
Prinsip akuntabilitas tersebut dapat diterapkan, namun diperlukan berbagai 
sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang 
kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat 
diandalkan. Namun demikan, dilihat dari kondisi SDM Desa yang belum 
memadai, banyak pihak mengkhawatirkan dalam pelaksanaan UU Desa ini. 
Terdapat risiko-risiko yang yang harus diantisipasi agar tidak terjadi apa yang 
dikhawatirkan tersebut. 
Kendala lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan 
sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya, serta belum kritisnya 
masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya 
dana yang harus dikelola jangan sampai menjadi bencana khususnya bagi aparatur 
pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan 
sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. 
Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus 
memiliki pemahaman atas peraturan perundang undangan dan ketentuan lainnya, 
serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan akuntansi dan atau pembukuan. 
Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 tentang Desa, 
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Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, 
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 
Pemerintah Provinsi,  Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan 
C. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Sistem 
Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Julubori 
1. Bentuk Dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi 
Sistem Keuangan Desa Di Desa Julubori 
Adapun bentuk pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi sistem 
keuangan desa di desa Julubori, penulis  melakukan wawancara dengan Kepala 
Desa Julubori bernama Muh.Ilyas, S.E,.  menurutnya terkait bentuk pengelolaan 
keuangan desa menggunakan Aplikasi Sisekudes di desa julubori yakni: 
 “Bagi orang yang tidak paham dengan Aplikasi Siskeudes, pola keuangan 
itu sangat rumit dan sangat sulit untuk dilaksanakan karena harus menggunakan 
sumber daya manusia yang memang siap melaksanakan aplikasi itu karena 
disitulah letak kerumitannya. Apabila kita mau mepelajari, tau dan paham mau 
mengikuti aturan dan fungsi penggunaannya itu bisa terbilang sepuluh kali lipat 
jauh lebih bagus dari pada kita mengelola keuangan menggunakan sistem 
manual, karena di dalam sistem itu mulai dari perencanaan, pelaporan bahkan 
sampai ke pajak pun itu sangat membantu Kaur Keuangan kita untuk hitung-
hitungan dalam hal itu. Intinya aplikasi ini bagus sekali dalam sistem pengelolaan 
keuangan. Kemudian yang kedua, kalau manual selain dia lambat dalam 
penyebaran informasi karena membutuhkan waktu agak sedikit lama maka 
tentunya di era yang sekarang ini dengan perkembangan tekhnologi kita 
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menggunakan sistem secara online yang dimana bisa terupdate setiap hari maka 
seluruh stakeholder yang berkompeten terkait dengan siskeudes itu mampu 
melihat baik dari sisi pengawasan, pembinaan dan masyarakat yang ingin 
meperoleh informasi itu bisa karena langsung terhubung dengan pihak-pihak 
yang berkompeten didalamnya. Itulah sisi baiknya”. 
Harapan kedepan dengan siskeudes ini hadir sebagai pembelajaran baru 
dengan menggunakan ITE, mungkin hari ini informasinya hanya sampai pada 
pengawasan dan pembinaan. Maka kedepannya ketika desa itu sudah menjadi 
desa online, maka sistem keuangan tidak usah lagi dipasang dipinggir jalan 
(papan informasi transparansi), tetapi semua warga yang ada di desa itu mampu 
membuka Web Desa dan mampu mengawasi kita dalam hal penggunaan 
keuangan, ketika sudah online. Beda dengan manual, ketika manual di 
informasikan dari sumbernya bisa berubah sepuluh kali sebelum sampai di 
masyarakat, itu bisa berubah, dirubah oleh siapapun atau pihak-pihak yang 
berwenang, tetapi dengan siskeudes ini tidak ada yang bisa merubah kecuali 
pelaku itu sendiri dalam hal ini operator Aplikasi Siskeudes yang juga aplikasi 
tersebut memliki pasword yang tidak dapat dibuka oleh orang lain. 
Terkait pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi siskeudes itu 
langsung terkoneksi kepada Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan 
(BPKP), sisekues ini kan adalah prodak BPKP dalam rangka melihat kondisi dan 
pola pengelolaan keuangan yang ada di desa, jangan terkoneksi ke BPKP, 
aplikasi tersebut juga langsung terkoneksi kepada kementerian terkait seperti, 
kementerian keuangan, kementerian dalam negeri, kementerian desa dan daerah 
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tertinggal. Conectifitas aplikasi tersebut melalui server yang ada pada tingkat 
kabupaten. 
Adapun tujuan diterapkannya Aplikasi Sistem keuangan Desa 
sebagaimana yang disebutkan oleh Kepala Desa Julubori  yakni sebagai berikut : 
a. Mempermudah sistem perencanaan kita. 
b. Mempermudah update data dari setiap yang dilakukan berhubungan 
dengan keuangan. 
c. Mempercepat sistem informasi. 
d. Sistem pembinaan dan pengawasan lebih bagus karena lebih bisa terukur 
dibandingkan dengan menggunakan manual. 
e. Desa sudah siap menuju kepada ITE/Online”.59  
2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pada Penggunaan Aplikasi Siskeudes 
Menurut Kepala Desa Julubori pada saat penulis melakukan penelitian 
dengan mewawancari kepala desa,  Kepala Desa mengatakan: 
 Terkait pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi siskeudes, 
adapun Kendala-kendala yang dihadapi yakni terletak pada sumber daya manusia, 
karena tidak semua perangkat desa tahu menggunakan aplikasi itu, Kendalanya 
ada adaja saja yang menghalangi orang tidak bisa menjadi Kaur Keungan, bisa 
karena menundurkan diri, dipecat karena terjerat tindak pidana korupsi atau 
bahkan ada hal yang mebuat dia lepas dari jabatannya karena peran dari Kaur 
Keuagan itu sangat penting dalam urusan keuangan, maka dibutuhkan 
pengkaderan atau kaderisasi, makanya kabupaten itu setiap tahun selalu 
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mengkader staf-staf yang ada, jadi rata-rata kaur keuangan itu mempunyai staf 
yang bisa dikader sebagai pengganti ketika suatu saat nanti sumber daya itu tidak 
ada, karena operator siskeudes itu atau kaur keuangan itu sangat sulit dan 
membutuhkan waktu lama untuk mengakder mereka agar bisa dan mahir 
menjalankan aplikasi siskeudes itu. Buktinya dari 121 kaur keuangan yang ada di 
kabupaten gowa cuma beberapa yang mahir menggunakan aplikasi siskeudes itu 
bahkan ada desa yang beberapa kali gonta ganti kaur keungan mereka, karena 
mereka merasa tidak mampu dengan ITE itu, kendalanya disitu yakni terletak 
pada sumber daya manusia. 
 Desa julubori memiliki kaur keuangan dan dua orang  staf, selayaknya 
seluruh perangkat desa harus tau dan paham bagaimana cara menjalankan aplikasi 
siskeudes terutama kepala desa sendiri, kendalanya sekarang kaur keuangan itu 
mampu menjalankan aplikasi itu sementara sedangkan kepala desa tidak tau sama 
sekali dengan siskeudes itu maka caranya bagaimana kepala desa melakukan 
pengawasan terhadap kaur keungannya sedangkan mereka adalah kuasa pengguna 
anggaran dan mereka sendiri tidak tau apa yang akan dia awasi karena tidak 
paham bagaimana dengan siskeudes itu, makanya setiap kepala desa itu harus 
banyak belajar minimal dasar-dasar siskeudes itu, apa itu siskeudes, apa tujuan 
siskeudes, apa manfaat siskeudes, bagaimana cara mengaplikasikan siskeudes, 
minimal itu yang harus mereka tahu, karena sangat janggal ketika siskeudes bagus 
sedangkan kepala desa tidak tahu bagaimana menggunakan aplikasi itu, ini 
sebenarnya salah satu kelemahan bahkan banyak juga kepala desa yang bermasa 
bodoh terhadap siskeudes, dia pikir untuk apa, padahal yang pertama harus tahu 
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terhadap siskeudes yakni kepala desa. Disamping itu, sulitnya memahami 
penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga para 
pegawai sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu kuranganya pelatihan 





3. Kelebihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan 
Desa Di Desa Julubori  
Lebih lanjut lagi Kepala Desa Julubori kembali menguraikan tentang 
kelebihan aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa di 
desa julubori yakni sebagai berikut: 
Perbedaaan yang mendasar antara sistem lama/manual dengan sistem 
keuangan desa (Siskeudes) yaitu jika pada sistem manual masih terpisah-pisah 
dalam pelaporannya. Sedangkan untuk sistem yang baru (Siskeudes) dapat 
dilakukan dengan sekali kerja sudah banyak laporan yang muncul, tetapi tetap 
dalam penginputannya juga dilakukan beberapa kali. Walaupun Desa Julubori, 
sudah menerapkan sistem yang baru, sistem lama/manual masih tetap digunakan. 
Karena dasar-dasar dalam memasukan data ke sistem perlu menggunakan secara 
manual, untuk menanggulangi kesalahan yang akan terjadi. Data-data yang 
diinput dalam Siskeudes yaitu: (1) Profil Desa, (2) Penganggaran , (3) 
Penatausahaan, (4) Laporan Keuangan Desa.  
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Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) ini tentu memiliki kelebihan. 
Adapun kelebihan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yaitu (1) sesuai 
peraturan, (2) memudahkan tata kelola keuangan desa, (3) kemudahan 
penggunaan aplikasi, (4) dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (Built-in 




4. Pengawalan Keuangan Desa 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan 
Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah diberi mandat untuk 
mengawal akuntabilitas keuangan dan  pembangunan nasional, termasuk 
pengelolaan keuangan desa  khususnya melalalui aplikasi sistem keuangan desa, 
dengan tujuan dan ruang lingkup sebagai berikut: 
a. Tujuan : 
1) Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi 
UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat 
dilaksanakan dengan baik  untuk seluruh Tingkatan Pemerintah. 
2) Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan 
desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan 
b. Ruang Lingkup : 
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Kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta 
implementasinya, tahap pertama yang dilakukan sebelum melakukan 
pengawalan pengelolaan keuangan desa, dapat diidentifikasi titik-titik 
kritis di tingkat pemerintahan maupun dalam proses pengelolaan 
keuangannya, sebagai berikut: 
1) Tingkat Pemerintahan: 
 Pemerintah Pusat: 
 Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Desa, bangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan 
Kementerian Keuangan. 
 Sinkronisasi Peraturan Pelaksanaan antar Kementerian. 
 Peraturan Pelaksanaan yang belum mendukung, misal 
Perpajakan dan PBJ. 
 Pemerintah Provinsi: 
 Pembinaan dan Pengawasan. 
 Fasilitasi pendampingan 
 Pemerintah Kabupaten/Kota:  
 Kebijakan penghitungan alokasi: Dana Desa (APBN), Alokasi 
Dana Desa (APBD Kabupaten/Kota) dan Bagi Hasil 
Retribusi/Pajak Daerah. 
 SDM (Kecamatan, Inspektorat, Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas 
70 
 
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD). 
 Kebijakan PBJ Desa  dan Pengelolaan Keuangan Desa 
 Pemerintah Desa: 
 SDM Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). 
 Sarana dan Prasarana Desa. 
 Kebijakan  tingkat Desa. 
2) Proses Pengelolaan Keuangan Desa 
 Perencaanaan: 
 Keselarasan Perencanaan dalam RPJM dan RKP Desa dengan 
program Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), 
 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 
 Tingkat Partisipasi BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, RW 
dan RT. 
 Kualitas RKP Desa 
 Penganggaran: 
 Penyusunan APB Desa 
 Harmonisasi Kepala Desa & BPD 
 Evaluasi APB Desa oleh Kecamatan 
 Pelaksanaan: 
 Pengadaan Barang/Jasa 
 Kewajiban Perpajakan 
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 Kewenangan Kepala Desa yang besar 
 Penatausahaan: 
 Administrasi pembukuan 
 Cara peng-SPJ-an 
  Pencatatan kekayaan desa 
 Konsep Belanja Modal dan Belanja Barang yang masih rancu 
 Pelaporan dan Pertanggungjawaban: 
 Jumlah Laporan yang harus dibuat 
 Standar Pelaporan 
 Pengawasan: 
 Efektifitas pengawasan 
 Kesiapan aparat pengawasan, khususnya APIP Kabupaten/Kota 
Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang 
beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa  tentunya 
menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh 
karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa 
sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang 
baik (Good Village Governance). 
Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan 
berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia 
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yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan 
dapat diandalkan. 
Namun demikan, dilihat dari kondisi SDM Desa yang belum memadai, 
banyak pihak mengkhawatirkan dalam pelaksanaan UU Desa ini. Terdapat risiko-
risiko yang yang harus diantisipasi agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan 
tersebut. 
Kendala lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan 
sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya, serta belum kritisnya 
masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya 
dana yang harus dikelola jangan sampai menjadi bencana khususnya bagi aparatur 
pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan 
sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur Pemerintah 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas 
peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan 
untuk melaksanakan akuntansi dan atau pembukuan. Oleh karena itu, 
sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah dalam 
hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi, 
 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan  diharapkan dapat lebih 
mengefektifkan perannya masing-masing dalam melakukan pengawasan dan 
pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa ini. 




Dari hal-hal tersebut diatas dalam implementasi UU No.6 tahun 2014 
tentang Desa, APIP memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan desa, baik dari sisi Assurance maupun Konsultansi. Hal 
tersebut sejalan dengan amanat dalam PP 60 tahun 2008, yang menyatakan bahwa 
aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern atas 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas 
keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP. 
Dari identifikasi titik-titik kritis tersebut dapat dilakukan beberapa langkah 
pengawalan sesuai peran masing-masing APIP ditingkat Kementerian/Lembaga, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota, sebagai berikut: 
a. Kementerian/Lembaga: 
1) Memberikan atensi perlunya adanya koordinasi antar 
Kementerian/Lembaga yang berkepentingan dalam implementasi UU No. 
6 tahun 2014, khususnya sinkronisasi peraturan dan petunjuk 
pelaksanaannya. 
2) Memberikan atensi perlunya penyusunan peraturan atau petunjuk 
pelaksanaan atas implementasi UU No. 6 tahun 2014, misal Perpajakan 
dan Pengadaan Barang/Jasa 
b. Pemerintah Provinsi : 
1) Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal: 
 Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  yang mengatur 
Desa 
 Penetapan RAPBD Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa 
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 Pemberian dan Penyaluran Dana Desa, ADD, dan Dana bagi hasil 
Pajak dan Rertibusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa 
 Peningkatan kapasitasKepala Desa dan perangkat Desa,  BPD, dan 
lembaga kemasyarakatan 
2)  Melakukan pengawasan atas penyaluran bantuan keuangan provinsi 
c. .  Pemerintah Kabupaten/Kota 
a) Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal: 
 Sosialisasi Peraturan-peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Desa 
 Penyusunan Perkada Tatacara Penyaluran Dana Desa 
 Penyusunan Perkada Pengadaan Barang/Jasa Desa 
 Penyusunan Perkada Pengelolaan Keuangan Desa 
 Penyusunan Perkada Pengelolaan Kekayaan Milik Desa 
 Inventarisasi Bersama Aset Desa antara Pemkab/kota dengan 
Pemerintah Desa (Paling lama 2 Thn sejak UU 6/2014 berlaku) 
 Peningkatan Kapasitas SDM SKPD, Kecamatan, dan Aparatur Desa 
b) Melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan Keuangan Desa  dan 
pendayagunaan Aset Desa 
6. Peran BPKP Dalam Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 
Desa 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sesuai dengan Peraturan 
Presiden Nomor 192 Tahun 2014 telah diberi mandat untuk melakukan 
pengawalan terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional. 
Pengawalan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan 
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implementasi pengawalan prioritas pembangunan nasional. BPKP turut 
berpartisipasi dan mendukung penuh upaya seluruh Pemerintah Desa untuk dapat 
menyelenggarakan akuntabilitas keuangan. Karenanya, BPKP telah membuat 
suatu grand strategy berupa kebijakan dan langkah-langkah konkret dalam 
mengawal keuangan desa. 
Pengawalan Keuangan Desa yang dilakukan oleh BPKP sendiri bertujuan 
untuk memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam mengimplementasikan 
UU Desa khususnya keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh 
tingkatan pemerintahan baik tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan 
Pemerintah Desa sesuai dengan perannya masing-masing. Khusus untuk tingkat 
desa, pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa 
dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik 
maka pengawalan desa akan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu Good Village 
Governance dengan indikator, diantaranya sebagai berikut: 
 Tata kelola keuangan desa yang baik; 
 Perencanaan Desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan 
perencanaan daerah dan nasional; 
 Berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang 
mengakibatkan permasalahan hukum; 
 Mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat 
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Adapun Langkah-langkah operasional BPKP dalam pengawalan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang sudah dilakukan, sebagai berikut: 
a. Mengkaji dan menganalisis peraturan terkait pengelolaan keuangan desa 
Peraturan yang dikaji dan dianalis berupa Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah, Permendagri, Permendes PDTT, Peraturan Menteri Keuangan 
serta peraturan lainnya yang berkaitan seperti Peraturan Kepala LKPP tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa bagi Desa. Hasil kajian berupa identifikasi risiko 
dan titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa. 
b. Melakukan Survei Desa 
Survei desa dilakukan untuk: 
1) Memperoleh gambaran mengenai praktik pengelolaan keuangan desa yang 
selama ini telah berjalan; 
2) Mengidentifikasi permasalahan yang mungkin menghambat pengelolaan 
keuangan desa mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan 
pelaporan/pertanggungjawaban; dan 
3) Memotret kesiapan desa dalam rangka implementasi UU Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa. Survei desa dilakukan oleh BPKP sekitar bulan 
November-Desember Tahun 2014 sebanyak 13 desa di 4 Provinsi yaitu 
Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan 
Selatan dan Provinsi Papua. 
Selain itu dilakukan juga analisis dokumen/laporan atas 
pelaksanaan keuangan desa yang selama ini dilakukan desa, misalnya 
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peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota tentang Alokasi Dana Desa 
dan lain sebagainya. 
c. Menyusun Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa 
Berdasarkan kajian serta analisis yang telah dilakukan maka BPKP 
telah menyusun Juklak Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan 
Desa. Juklak Bimkon ini menjadi panduan khususnya bagi Perwakilan BPKP 
untuk melakukan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan terhadap 
pemerintah daerah/desa di daerah wilayahnya masing-masing. Juklak Bimkon 
Pengelolaan Keuangan Desa berisi flowchart pengelolaan keuangan desa; 
sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa; Desain format dokumen dan 
formulir yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa; serta bagan 
akun/kode rekening yang digunakan desa. 
Dengan Juklak ini diharapkan Perwakilan BPKP dan Pemerintah 
Daerah dapat memberikan bimbingan dan konsultasi dalam hal: 
1) Pemberian dan atau peningkatkan pemahaman mengenai keuangan desa, 
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga 
pelaporan dan pertanggungjawaban bagi aparat Pemerintah Daerah, 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; 
2) Pemberian bimbingan teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun 
kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa; 
3) Pemberian bimbingan teknis bagi Perangkat Desa dalam menyusun 
perencanaan keuangan desa; 
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4) Pemberian bimbingan teknis bagi Perangkat Desa dalam melakukan 
penatausahaan keuangan desa; 
5) Pemberian bimbingan teknis bagi Perangkat Desa dalam menyusun 
pelaporan keuangan desa; 
6) Pemberian bimbingan teknis bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam 
kaitannya dengan proses penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan 
desa. 
d. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri 
Koordinasi dilakukan sehubungan ditemukan adanya ketentuan-
ketentuan yang belum lengkap atau belum implementatif dalam 
pelaksanaannya mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan 
pertanggungjawaban dalam Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa. Berdasarkan analisis dan kajian. 
e.  Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan 
Koordinasi dilakukan sehubungan dengan terbitnya PMK 
93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Dalam kaitan perpajakan, juga telah 
dilakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait kewajiban 
perpajakan bagi bendahara desa. 
f. Pengembangan Aplikasi pengelolaan Keuangan Desa 
Pengembangan Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa telah 
dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 
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Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang 
lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada 
tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar 
Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan 
kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta 
memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa 
bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. 
7. Pengelolaan Keuangan Desa Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. 
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan di dalam 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat 
3). Indonesia sebagai negara hukum lebih lanjut didukung dengan 
terbentuknya kelembagaan negara, yaitu: lembaga legislatif (Dewan 
Perawakilan Rakyat), lembaga eksekutif (Pemerintah dalam arti sempit dan 
dalam arti luas) serta lembaga yudikatif (Mahkamah Agung dan lembaga-
lembaga peradilan yang ada di bawahnya serta badan-badan peradilan 
lainnya). Tentu saja penegasan UUD 1945 tersebut tidak sekedar ditempatkan 
sebagai pengakuan UUD 1945 semata, akan tetapi yang lebih utama adalah 
sejauh mana hal tersebut di implementasikan di dalam realitas kehidupan 




Perlawanan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum seiring 
dengan kejadian yang melanda berbagai lembaga negara kita belakang ini 
haruslah menjadi gerakan massif. Betapa tidak berbagai tindakan melawan 
hukum telah masuk ke jajaran  Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Komisi Pemberantasan Korupsi,  Mahkamah Konstitusi, 
Mahkamah Agung dan berbagai tingkatan peradilan yang ada dibawahnya. 
Kejadian tersebut diprediksi sebagai efek langsung dari ketidak mampuan 
peraturan perundang-undangan yang ada sebagai alat pengendali perilaku 
sosial masyarakat. Demikian juga kegagalan masyarakat untuk mensinergikan 
tingkat pemahaman hukum dan kesadaran hukumnya dengan muatan berbagai 
peraturan perundang-undangan yang ada untuk mewujudkan keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum serta kultur masyarakat Indonesia yang 
tidak mendukung. 
Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945) telah menegaskan bahwa: “Atas berkat Rahmat Allah Yang 
Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya 
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan 
dengan ini kemerdekaannya”. Penegasan Pembukaan UUD 1945 tersebut di 
pertegas di dalam Pasal 29 ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang 
Maha Esa. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 




Dalam kaitan dengan pasal tersebut di atas maka kita harus memahami 
dan berpegang teguh pada pemahaman bahwa: Indonesia meskipun bukan 
negara agama atau negara yang menjadikan salah satu agama sebagai agama 
resmi negara, akan tetapi Indonesia adalah negara yang menghormati nilai-
nilai agama sebagai sumber nilai atau sumber hukum kehidupan. Agama di 
Indonesia memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting dan strategis 
tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat akan tetapi juga di dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara oleh karena ajaran agama tidak hanya 
untuk ruang lingkup kehidupan duniawi semata akan  tetapi juga untuk 
kehidupan akhirat. Dari sisi legislasi dan penegakan hukum, yang berperan 
penting di dalam proses tersebut adalah manusia yang terlibat di dalamnya, 
termasuk manusia yang menjadi penegak hukum4. Bila manusia yang ada 
dibalik proses-proses tersebut sangat penting posisi dan kedudukannya, maka 
tentu saja nilai-nilai agama juga menjadi penting adanya. Betapa tidak ruang 
lingkup nilai-nilai agama adalah mengatur manusia yang ada di balik proses 
tersebut. 
Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa: pengamatan terhadap 
berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai 
berikut: 1. Peraturan sendiri, 2. Warga negara sebagai sasaran pengaturan, 3. 
Aktivitas birokrasi pelaksana, 4. Kerangka sosial politik, ekonomi, budaya 
yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum 
tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya. Selanjutnya 
Soerjono Soekanto menambahkan bahwa: Secara sederhana dapat dikatakan, 
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bahwa seseorang taat apabila ia bersikap tindak atau berprilaku sesuai dengan 
harapan pembentuk hukum, sebagaimana dipahaminya. Hukum itu tentu saja 
dibuat dan diberlakukan untuk kemaslahatan manusia melalui pencapaian 
tujuan hukum. Hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk 
hukum. Meskipun sebuah peraturan hukum lahir dan ditetapkan dari atas 
melalui lembaga negara yang diberi kewenangan untuk itu (seperti lembaga 
legislatif pusat maupun daerah), akan tetapi proses pembuatannya tentu saja 
harus didahului dengan penelitian tentang hal tersebut di tengah masyarakat 
(yang dikenal dalam kajian teori hukum, “sumber hukum materil”) dengan 
melibatkan semua elemen masyarakat. Untuk itu pada ranah inilah perlu 
pelibatan nilai-nilai spiritualitas agama (Islam) dan nilai-nilai hukum adat 
dalam setiap penyusunan rancangan undang-undang, rancangan peraturan 
daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara sosiologis dalam 
kehidupan bermasyarakat, agama (Islam) adalah salah satu “institusi 
pengendalian sosial” di samping institusi-institusi pengendalian sosial 




Maka berdasarkan hal tersebut, pada pengelolaan keuangan desa tentu 
sekali pun diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat dan 
diberi sanksi bagi si pelanggarnya dan turut serta lembaga pengawas maupun 
kekuasaan kehakiman berperan untuk mencegah dan memproses para pelaku 
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pelanggar penyalahgunaan keuangan. Maka juga dibutuhkan kesadaran hukum 
bagi para pelaksana pengelolaan agar apa yang menjadi amanah negara untuk 
menyalurkan dan dalam penggunaan ataupun pengelolaan keuangan desa itu 
sesuai dengan amanat undang-undang. 
 

























Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis tentang  penulisan 
skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa 
Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, maka penulis meyimpulkan 
bahwa Aplikasi Siskeudes adalah aplikasi yang pertama dikembangkan oleh 
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 
Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di 
lingkungan BPKP  pada bulan Mei 2015.   Aplikasi ini telah diimplementasikan 
secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015 dalam 
rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada 
dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly 
sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES.  
Pengembangan Aplikasi Sistem  Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam 
rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan 
Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching 
aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban 
atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 
2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun 
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oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem 
keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. 
Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan 
kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan 
Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh Tim yang telah 
ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan 
desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang 
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta. 
Selanjutnya penulis mencoba menyimpulakan tentang efektifitas 
pengelolaan keuangan desa di desa julubori kabupaten gowa, berdsarkan hasil 
penelitian penulis melalui wawancara dengan Kepala Desa atas nama Muh.Illyas, 
S.E bahwa aplikasi tersebut sangat mendukung pada sistem tata kelola keungan, 
selain daripada dukungan pemerintah desa dalam mengelolala keungan, aplikasi 
tersebut juga membantu pemerintah dan masyarakat mengontrol terhadap proses 
atau pelaksanaan pengelolaan keuangan desa karena aplikasi tersebut dapat 
diakses oleh seluruh pihak terkait dengan transparansi pengelolaan keungan desa 
dan langsung terhubung ke server pemerintah daerah maupun pemerintah pusat 
dalam hal ini kementerian. 
Namun terkait aplikasi tersebut, tidak semua perangkat desa mampu dan 
paham menjalankan aplikasi tersebut. Hanya orang-orang tertentu yang dapat 
menggunalan aplikasi tersebut dalam hal ini hanya kaur keungan yang mampu 
menjalankan aplikasi tersebut sedangkan seluruh perangkat desa dituntut dan 
diwajibkan mampu memahami dan menjalankan aplikasi tersebut. Jangankan kaur 
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keungan bahkan masih banyak juga kepala desa yang tidak paham menggunakan 
aplikasi tersebut, jadi selain dukungan alat tekhnologi yang canggih aplikasi 
tersebut juga harus didukung oleh Sumber Daya Manusia agar mampu 
menjalankan aplikasi tersebut dan tidak hanya mengandalkan Kaur Keungan 
untuk menjalankan aplikasi tersebut.  
B. Saran 
Dari hasil kesimpulan dan fakta yang diperoleh dari penelitian ini, adapun 
saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini yaitu 
Sebaiknya apartur desa yang berada di desa-desa di kabupaten lebih 
meningkatkan pemahaman individualnya terhadap penggunaan sistem serta 
pengelolaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur desa.  
Pemerintahan desa seharusnya memberikan pelatihan tambahan kepada semua 
apartur desa sehingga semua apatur desa menjadi lebih paham terhadap 
penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan dapat dengan mudah 
menacapai tujuan pemerinatah yaitu menciptakan laporan keuangan yang 
akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pegelolaan 
keuangan Desa. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa 
seharusnya lebih di tingkatkan lagi walaupun hal tersebut sudah berjalan secara 
baik. Selanjutnya dari segi surat menteri tersebut agar pemerintah desa di seluluh 
indonesia yang sudah layak atau pun memenuhi syarat untuk menggunakan 
aplikasi siskeudes pada pengelolaan keuangan desa tentu Aplikasi tersebuit harus 
didukung melalu peraturan peundang-undangan agar setiap pemerintah desa wajib 
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menggunakan Aplikasi tyersebut dan tentunya harus mengikat dan diberi sanksi 
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